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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

SALINAN 
 

 
 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 244 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PENETAPAN UNIT ORGANISASI YANG DIUSULKAN SEBAGAI ZONA 

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan upaya percepatan 

pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat 

pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terutama 

terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan 

pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona 

Integritas (ZI) pada unit organisasi sebagai pilot project 

percontohan di Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

b. bahwa untuk membangun Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan 

Unit Organisasi yang diusulkan sebagai Zona Integritas 

jdih.lkpp.go.id



- 2 - 
 

Paraf I Paraf II 

  

 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah tentang Penetapan Unit Organisasi yang 

diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Tahun 2023; 

 

Mengingat : 1.  Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan 

dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); 

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 112); 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

TENTANG PENETAPAN UNIT ORGANISASI 

YANG DIUSULKAN SEBAGAI ZONA 

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI 

BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH TAHUN 2023 

NOMOR : 244 TAHUN 2023 

TANGGAL : 24 Mei 2023 

 

PENETAPAN UNIT ORGANISASI YANG DIUSULKAN SEBAGAI ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH 

DAN MELAYANI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH TAHUN 2023 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH, 

 

ttd 

 

HENDRAR PRIHADI 

No Unit Organisasi Pengusulan 

1. 
Direktorat Pengembangan Iklim Usaha 

dan Kerjasama Internasional 

Unit Organisasi Zona Integritas 

Menuju WBK Tahun 2023 

2. 
Direktorat Pengembangan Profesi dan 

Kelembagaan 

Unit Organisasi Zona Integritas 

Menuju WBK Tahun 2023 

3. 
Direktorat Perencanaan Transformasi, 

Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan 

Unit Organisasi Zona Integritas 

Menuju WBK Tahun 2023 

4. 
Direktorat Pengembangan Strategi dan 

Kebijakan Pengadaan Umum 

Unit Organisasi Zona Integritas 

Menuju WBK Tahun 2023 

5. 
Pusat Pelatihan Sumber Daya 

Manusia Pengadaan Barang/Jasa 

Unit Organisasi Zona Integritas 

Menuju WBBM Tahun 2023 
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